WALIKOTA GORONTALO
PROVINSI GORONTALO
KEPUTUSAN WALIKOTA GORONTALO
NOMOR: 171/ 3 / IT /2018

TENTANG

PENETAPAN PENGELOLA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN

Menimbang

Mengingat

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO

WALIKOTA GORONTALO,

. bahwa guna meningkatkan pengintegrasian data dan

informasi kepegawaian yang berbasis pada sistem informasi
serta sumber daya manusia yang efektif, akurat dan
berkualitas, dilaksanakan melalui penyelenggaraan Sistem
Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) di Lingkungan
Pemerintah Kota Gorontalo;

. bahwa untuk menjamin penyelenggaraan pengelolaan

sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) secara
efisien, efektif, dan akurat perlu dilakukan penetapan

pejabat Pembina, administrator, dan operator;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan
Walikota Gorontalo tentang Penetapan Pengelola Sistem
Informasi Manajemen Kepegawaian di Lingkungan
Pemerintah Kota Gorontalo;

. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1822);

. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang

Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258,
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Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4060);

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi
Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 58 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5657);

. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

PERANGKAT | KABAG e
DAERAH | HUKuM | ASISTEN | SEKDA

AT L% ||




.

2. Mengelola data dan informasi kepegawaian di lingkungan
Pemerintah Kota Gorontalo.

3. Membangun, memelihara dan mengembangkan data

kepegawaian dan program aplikasi SIMPEG.

4. Menyusun dan menyempurnakan tampilan (feature),
masukan (input), dan keluaran (outpuf) dalam
pengelolaan data dan informasi kepegawaian di
lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo.

5. Melaporkan hasil pengelolaan SIMPEG secara periodik
kepada pejabat pembina SIMPEG.

6. Mengawasi pelaksanaan tugas admin SIMPEG dan

operator aplikasi SIMPEG bidang.
c. Admin:

1. Membantu penyusunan, penyempurnaan dan
pengembangan prosedur dan standar SIMPEG.

2. Mengevaluasi pengelolaan, pemasukan data (entry data)
dari operator SIMPEG perangkat daerah.

3. Mengelola data dan informasi kepegawaian di Lingkungan
Pemerintah Kota Gorontalo.

4. Menyusun laporan hasil pengelolaan SIMPEG secara
periodik dan membuat laporan hasil pengelolaan SIMPEG
kepada Administrator.

d. Operator Bidang:

1. Melakukan pengelolaan, pemasukan data (entry data), dan
penyajian data dan informasi kepegawaian di Lingkungan
Pemerintah Kota Gorontalo.

2. Melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap data

kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo.
e. Operator Perangkat Daerah:

1. Melakukan pengelolaan, pemasukan data (entry data),
penyajian data dan informasi kepegawaian pada masing-
masing Perangkat Daerah.

2. Melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap data
kepegawaian kepada pejabat yang menangani urusan

kepegawaian pada masing- masing Perangkat Daerah.
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Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041};

10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20
Tahun 2008 tentang Pedoman Pemanfaatan Sistem Aplikasi

Pelayanan Kepegawaian;

MEMUTUSKAN:

: Penetapan Pengelola Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian

di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo sebagaimana
tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran Il yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

: Pengelola sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri

dari:

1. Pejabat Pembina.

2. Administrator.

3. Admin.

4. Opertor bidang.

5. Operator perangkat daerah.

: Pengelola sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU

mempunyai tugas:
a. Pejabat Pembina:

1. Mengangkat dan memberhentikan pejabat pengelola
SIMPEG dan admin SIMPEG.

2. Memberikan pertimbangan dalam pembangunan dan
pengembangan program aplikasi SIMPEG.

3. Memberikan  bimbingan dan  pengarahan  dalam
pemeliharaan aplikasi SIMPEG, penyempurnaan tampilan
(feature}, masukan (input) dan keluaran (output] dalam
pengelolaan data dan informasi kepegawaian di
Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo.

b. Administrator:

1. Menyusun, menyempurnakan, dan mengembangkan
prosedur dan standar SIMPEG.

PERANGKAT | KABAG

DAERAH HUKUM ASISTEN | SEKDA

pl 21

7 » >




KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

KETUJUH

KEDELAPAN

KESEMBILAN :

-5-

: Dalam melaksanakan tugasnya Pejabat Pembina, Administrator,

Admin, Operator bidang, Operator Perangkat Daerah
bertanggung jawab kepada Walikota Gorontalo melalui
Sekretaris Daerah Kota Gorontalo.

: Pejabat Pembina, Administrator, Admin dan Operator Bidang

dalam melaksanakan tugasnya diberikan honorarium yang
dibayarkan terhitung mulai bulan Januari 2018 dan
dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan
Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Gorontalo Tahun
Anggaran 2018.

: Operator Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugasnya

diberikan honorarium yang dibayarkan terhitung mulai bulan
Januari 2018 dan dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan

Anggaran masing-masing Perangkat Daerah dan Unit Kerja.

: Bagi operator Perangkat Daerah yang telah ditetapkan untuk

tidak dimutasikan selama belum tersedianya operator
pengganti.

: Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Walikota

Gorontalo Nomor : 113/3/1/2017 tentang Penetapan Pengelola
Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian di Lingkungan
Pemerintah Kota Gorontalo dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.

Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 1% Februazi 2018
Plt. WALIKOTA /aéRONTALO,}/

CHARLEY¥ BUDI DOKU

Tembusan disampaikan kepada Yth :
1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gorontalo

e 1o

Inspektur Kota Gorontalo
Kepala Badan Keuangan Kota Gorontalo

Masing-masing yang bersangkutan.
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PEMERINTAH KOTA GORONTALO

/ BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
‘ J1. 23 Januari No. 184, Telp/Fax (0435) 821073 Gorontalo

Gorontalo,06 Maret 2018

Kepada Yth,

Kepala Bagian Hukum Setda
Kota Gorontalo

Di-

Gorontalo

SURAT PENGANTAR
NOMOR : 800/BKPP/267

(22

No Jenis Yang Dikirim Banyaknya Keterangan

SK Penetapan Pengelola SIMPEG

| Berkas

Dasar 1. Peraturan Kepala BKN Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemanfaatan
Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian
2. Surat Keputusan Walikota Gorontalo nomor 113/3/1/2017 tentang Penctapan
Pengelola Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Tahun 2017
Tujuan Pembaharuan SK Penetapan Pengelola Sistem Informasi Manajemen
Kepegawaian

Untuk Untuk dibahas dan diteliti

Diterima tanggal ..........c....ccoiininnnn
Penerima

Nama Jabatan

Kepala Badan Kepegawaian
Pendndlkan dan Pelatlhan Kota Gorontalo

Pangkat,
Nip.




